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GLOSARIUM 

 

Rekonstruksi                   :  Upaya reorientasi dan reevaluasi serta 

penyusunan kembali, nilai-nilai hukum, 

sosiologis, politk, sosio filosofis dan sosio 

cultural. 

Perdamaian :   penyesuaian dan pengarahan yang baik dari 

orang seorang terhadap Penciptanya pada satu 

pihak dan kepada sesamanya pada pihak yang 

lain”. Hal ini berlaku bagi keseluruhan hubungan 

konsentris (bertitik pusat yang sama) antara 

seorang dengan orang lainnya, seseorang dengan 

masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, 

bangsa dengan bangsa dan pendek kata antara 

keseluruhan umat manusia satu sama lainnya, 

dan antara manusia dan alam semesta 

Penghentian Penyidikan : tindakan penyidik dalam upaya tidak 

melanjutkan perkara pidana yang telah 

dilaporkan oleh pihak korban 

Delik :   Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-

undang; tindak pidana 

Harta Benda : segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum; 

yaitu sebagai lawan dari subyek hukum 



Keadilan : Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai 

sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. 

Nilai Keadilan : Sifat atau kualitas dari kondisi kebenaran ideal 

secara moral mengenai sesuatu hal,baik yang 

menyangkut benda maupun orang. 

Kejahatan Harta Benda : kejahatan yang mengakibatkan kerugian materiil 

Penyidikan  : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi guna menemukan 

tersangkanya  

Penyidik  : pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau 

pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-undang untuk 

melakukan penyidikan 

 


